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PERSETUJUAN







ABSTRAK

Sa’adatul Munawwarah. 2024. Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hak
Asasi Manusia Terhadap Penelantaran Anak dari Pernikahan Poligami
llegal Pasca Meninggalnya Ayah (Studi Kasus di Kecamatan Kandangan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan). Program Studi Hukum Keluarga Islam.
Pembimbing: (I) Dr. Muhammad Bahram, SHI, MH (llI) Gusti
Muhammad Shadiq, S.Fil.I, MH

Kata Kunci: Hukum Islam, Hak Asasi Manusia, Penelantaran
Anak, Poligami llegal

Penelitian ini membahas kasus penelantaran anak dari poligami illegal
setelah meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan yang mana pelaksanaan
pemenuhan hak anak pasca meninggal ayah tidak terlaksana dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis komparatif
hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan
poligami ilegal pasca meninggalnya ayah (studi kasus di Kecamatan Kandangan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan
(field research) dalam bidang hukum keluarga Islam. Subjeknya adalah beberapa
anak yang ditelantarkan dalam kasus poligami ilegal di Kecamatan Kandangan.
Adapun objeknya adalah analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia
terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya
ayah di Kecamatan Kandangan

Melalui teknik deskriptif analisis, penelitian ini menghasilkan temuan
sebagai berikut: Pertama, yang terjadi pada anak pernikahan poligami ilegal pasca
meninggalnya ayah yang ada di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca meninggal ayah tidak dapat
terlaksana dengan baik, seperti: hak untuk nafkah, hak untuk waris anak, hak
untuk pengakuan silsilah dan keturunan, dan hak untuk Pendidikan. Kedua, yang
terjadi pada anak pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah yang ada
di Kecamatan Kandangan salah satu bentuk penelantaran anak dan ini merupakan
pelanggaran HAM terhadap anak, baik Undang-Undang maupun hukum Islam.

Vi



MOTTO

TIDAK ADA YANG TIDAK MUNGKIN JIKA
DISERTAI DENGAN USAHA

KATA PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan
terima kasihku untuk ayah dan bundaku, suamiku, guru-
guruku yang mulia, Adikku, keluargaku yang kusayangi,

serta orang-orang yang kucintai dan mencintaiku.

vii



RIWAYAT HIDUP PENULIS

. Nama Lengkap
. Tempat dan Tanggal Lahir
. Agama

. Status Perkawinan

g B~ W N

. Alamat

(o3}

. Pekerjaan

7. Pendidikan

8. Organisasi

9. Orang tua
Ayah

Nama
Pekerjaan
Alamat

Ibu

Nama
Pekerjaan

Alamat

10. Saudara (Jumlah Saudara)
11. Suami

Nama

: Sa’adatul Munawwarah

: Hulu Sungai Selatan 25 Maret 2001

> Islam

: Menikah

- JI. Brigjend H. Hasan Basri RT 01 RW 01, Batu
Bini No 116

: Mahasiswi

> a. TK Batu Bini
b. SDN Batu Bini
c. MTsN Durian Rabung

d. MA ABUL HASAN

o}

: a. HIMA Hukum Keluarga Islam
. LDK Sabilal Muhtadin

(o

¢. UKM Kewirausahaan

: Norman (Alm)

- Norliani

. Ibu Rumah Tangga

: JI. Brigjend H. Hasan Basri RT 01 RW 01, Batu
Bini No 116

: 1(Satu)

: Idi Hermawan

viii



Pekerjaan

Alamat

. Karyawan Swasta

: JI. Brigjend H. Hasan Basri RT 01 RW 01, Batu

Bini No 116

Kandangan, 21 Mei 2024

S

Sa’adatul Munawwarah



KATA PENGANTAR

o A A o
U 5 Uade cakiopddls cG3¥ O5al e 2900 5 830%alis ¢ Gl Gyt & Ja3H
AW 231 J) DSy a5 a5 ¢ el adeiog Wl g M2
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT

atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah
SAW beserta kerabat, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.
Usai melalui serangkaian proses yang panjang, akhirnya skripsi dengan
judul “Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap
Penelantaran Anak dari Pernikahan Poligami llegal Pasca Meninggalnya
Ayah (Studi Kasus di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan) ini dapat diselesaikan. Pembuatan dan penulisan skripsi ini tidak
terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa dukungan maupun
bimbingan. Oleh karena hal tersebut, penulis mengucapkan rasa terima
kasih sebesarbesarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan

skripsi ini khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag., M.H. selaku Ketua STAI Darul
Ulum Kandangan, yang telah berkenan menyetujui skripsi ini untuk
diajukan dalam sidang munagasah skripsi.

2. Bapak Dr. Muhammad Bahram, SHI, MH dan Bapak Gusti Muhammad
Shadig, S.Fil.l, MH selaku dosen pembimbing, yang telah berkenan
meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dalam pembuatan
skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Sahibul Ardi bin Amir Hasan, SHI, MA selaku penasehat

akademik yang telah membimbing selama masa kuliah.



Bapak Noor Efendy, S.H.l., M.H. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga
Islam

. Segenap dosen dan karyawan/wati STAI Darul Ulum Kandangan,
yang telah mencurahkan ilmu serta memberikan pelayanan terbaik
selama penulis mengikuti perkuliahan.
Kedua orangtua, suami, adik dan keluarga yang ikut mendoakan dan selalu
memberi semangat yang tidak ada hentinya sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan.
Rekan-rekan mahasiswa/i program studi Hukum Keluarga Islam
angkatan tahun 2019, yang telah membersamai langkah selama masa
perkuliahan.
Rekan-rekan dan semua pihak yang turut membantu lancarnya

penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat-Nya dan
memberikan ganjaran terbaik atas segala kebaikannya. Semoga skripsi ini
dapat membawa manfaat kepada banyak khalayak dan tercatat sebagai amal

ibadah bagi penulis. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Kandangan, Zulkaiidah 1445 H
Mei 2024 M

Penulis,

S

Sa’adatul Munawwarah

Xi



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL......cooiiiiiiiiiieiiiiee e i
HALAMAN JUDUL ....coiiiiiiee et i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.......cooiieiiie e, i
PERSETUJIUAN ......ootiit et iv
PENGESAHAN ...ttt %
ABSTRAK e vi
MOTO DAN KATA PERSEMBAHAN ........ccooiiiiiee e, Vil
RIWAYAT HIDUP PENULIS ......c.oooiiiii e viii
KATA PENGANTAR......ooiite et X
DAFTAR ISL .ot Xii
DAFTAR LAMPIRAN .....ooiiiiiie et Xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....cooiiiiiiiii e XV
BAB | PENDAHULUAN ...t 1
A. Latar Belakang Masalah.................ccccocoviie i, 1
B. Rumusan Masalah.............cccccooviiiieiiii e 4
C. Tujuan Penelitian..........cccvvvviiiiieiiiiiiiiiiieec e 5
D. Definisi Operasional ...........cccccovuvvveeiiiiiiree e 5
E. Kegunaan Penelitian ...............ccooviiiiiiiii i 8
F. Sistematika Penulisan ..........cccccooviiiiiiiiiiiieiiie e, 8

BAB Il HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
PENELANTARAN ANAK DARI PERNIKAHAN POLIGAMI

ILEGAL PASCA MENINGGALNYA AYAH ....ccoocviiiiiiiiiiee, 10
AL POlIGAMI ... 10
1. Pengertian Poligami..........ccccvveeiiiiiiieeee i, 11
2. Dasar Hukum Poligami.........cccooeiiiiiiiiiiiiiiiieee e, 13
3. Macam-Macam Poligami...........cccccoovvvvineeeiiiiiiiee e, 11
4. Syarat Poligami.........cccooeiiiiiiiiii e 13
B. Perlindungan Anak Dalam Persfektif Hukum Islam
dan Hak Asasi ManuSia ............ccccueveeeriniiiineeeesiiiieeeee e 14
1. Perlindungan Anak Dalam Persfektif Islam .................. 14

2. Perlindungan Anak Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia 19
C. Penelantaran Anak Dalam Konteks Hukum Islam dan

Hak ASaSi ManUSIA ........cccoiiuviiiieaiiiiiiiee e siiiee e e siiinee e 24
D. Dampak Penelantaran Anak ..........cccooiiiieiiniiiiiieenie, 28
1. Dampak PSIKOIOQi ......cccoovviiieiiiiiiiie e 27
2. Dampak Sosial .........ccocviiiiii 30
E. Konsep Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia
Tentang Perawatan Anak Setelah Meninggalnya Ayah....... 33
BAB 11l METODE PENELITIAN ..ot 37
A. Jenis dan Pendekatan .............cccooeviiiiiiiiiiiiie e 37

Xii



—IOTMMUOW

Objek Penelitian ..o
Subjek Penelitian ...........ccveiiiiiiiiiiie e
Data dan SUMber Data .........cc.veveeeiiiiiiieees e
Teknik Pengumpulan Data ...........cccceeiiieeeiiiieeiiiice i,
Instrumen Pengumpulan Data............ccoccoveeriiiieiiiiieniinen,
Teknik Analisis Data .........ccoovvveeiiiiiiiiiieeeiiee e
MALFTK DAL ...
Prosedur penelitian ..........ccoooveiiiiiiiiiiee

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN ..o,
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ................................
B. Penyajian Data...........ccccvvvveeeiiiiiiieee e
C. ANAlISIS DAtA.....uvvviiiiiiiiiice e

BAB VPENUTUP ..ot
AL SIMPUIAN ...
B. Saran........oooiiiii

DAFTAR PUSTAKA . e

LAMPIRAN

Xiii

38
38
38
40
41
42
42
43

45
45
47
55

71
71
73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3. Surat Keterangaan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran 4. Surat Perintah Riset

Lampiran 5. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian

Lampiran 6. Blanko Konsultasi Skripsi

Xiv



PEDOMAN TRANSLITERASI

\ :a J
< b o
< t o
< s o
c ] o=
z :h L
¢ : kh L
3 . d &
3 :dz ¢
D) or e

Mad dan Diftong:

Fathah panjang

Kasrah panjang

Dhammah panjang

i
o

]
~
-

<
o]

XV

Y
:sh
:dh
: th

: zh

:gh

G-

G

:ya



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan isu yang kontroversial, tidak hanya dikalangan
umat Islam, tetapi juga dikalangan non-Muslim. Berdasarkan fakta sejarah,
poligami telah lama dipraktekkan oleh berbagai bangsa di dunia bahkan jauh
sebelum Islam datang. Poligami yang dilaksanakan sebelum masuknya Islam
dikalangan umat terdahulu tidak terbatas jumlah istri. Ada yang mencapai
jumlah 50 (lima puluh) istri bahkan hingga 100 (seratus) orang istri untuk satu
orang suami. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kaum perempuan pada
masa itu benar-benar seperti terabaikan hak-haknya dalam perkawinan.?

Keberadaan poligami di dalam Islam hampir tidak dapat ditolak oleh
semua orang. Seluruh ulama baik ulama klasik maupun ulama kontemporer
akan selalu berangkat dari kerangka dasar Alquran jika berbicara tentang isu
kontroversial tersebut. Di dalam Alquran, Allah SWT hanya sekali
membicarakan kebolehan poligami, yaitu dalam Q.S. an-Nisa ayat 3 yang
secara eksplisit ayat tersebut memang membolehkan seorang laki-laki untuk

menikah dengan lebih dari satu orang perempuan.

! Supardi Mursalin, Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan
Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.16



Sl b 53 0 Db b pasSE i o gk 3 T 2 O
NETTENH R ri" 2&0G G g B s I s 36 "'"@‘33

& Aoz

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.

kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah)

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ™.

Quraish Shihab mengatakan bahwa ada yang perlu digaris bawahi
dari Q.S. an-Nisa ayat 3. Ayat tersebut tidak membuat peraturan tentang
poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut
berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat
ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya,
ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu
darurat kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan
dan dengan syarat yang tidak ringan. Dalam konteks diturunkannya ayat
tersebut, bahwa latar belakang historisnya adalah berkenaan dengan harta
anak yatim piatu. Artinya, bahwa spirit poligami pada masa lampau adalah
berkaitan dengan masa depan anak yatim sebagai misi penjagaan hartanya.?

Di Indonesia, persoalan poligami diatur dengan sangat terperinci.
Terlihat jelas kurang lebih ada lima pedoman yang mengatur tentang poligami

yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

2 Liza Wahyuninti, “Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti
Masdah Mulia”, Skripsi, Bengkulu, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana 1AIN
Bengkulu, t.th, h. 36.



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintan Nomor 10
Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri
Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).3

Penelantaran terhadap anak merupakan salah satu bentuk dan tindakan
kekerasan terburuk yang dialami anak dan merupakan pelanggaran hak asasi
anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan
Hukum Islam bahwa perbuatan penelantaran anak namun alasannya tidak
dibenarkan oleh para pelaku penelantaran anak baik disengaja maupun tidak
disengaja telah mengingkari hak-hak yang dimiliki anak. Sanksi pidana atau
hukuman bagi pelaku penelantaran anak menurut hukum positif yaitu
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur secara
tegas dan jelas, pada Bab XII Tentang Ketentuan Pidana. Dalam hukum Islam
sanksi bagi pelaku penelantaran anak dalam kategori jarimah ta'zir, hukuman
berat atau ringan diserahkan kepada penguasa setempat atau hakim.*

Kasus penelantaran anak dapat terjadi dimana dan siapa saja seperti
pada masyarakat di Kecamatan Kandangan, di Kecamatan Kandangan

penulis menemukan lima fakta mengenai kasus penelantaran anak yang lahir

3 Atik Wartini, “Poligami: dari Figh Hingga PerUndang-Undangan”, Hunafa: Jurnal Studia
Islamika, (Yogyakarta), VVol.10, No. 2, Desember, 2013, h. 218

4 A. Wibawanto, Jalan Kemanusian: Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia,
(Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2011)



dari poligami ilegal bahkan terjadi di lingkungan terdekat kita. Anak yang
lahir dari pernikahan poligami ilegal tentu belum bisa dikatakan terlantar
ketika ayahnya masih hidup. Karena meski disembunyikan dari khalayak,
sang ayah masih bisa memberikan nafkah. Namun, Ketika sang ayah
meninggal dunia, kewajiban nafkah semestinya dibebankan kepada keluarga
pihak ayah, yang menjadi kendala dalam kasus tersebut adalah fakta bahwa
poligami dan keberadaan anak tersebut dirahasiakan dan disembunyikan,
bahkan tidak diakui. Hal ini tentu sangat dilematis.

Memperhatikan fenomena kehidupan yang terjadi pada saat ini
mengenai penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal di Kecamatan
Kandangan maka penulis tertarik mengkaji masalah ini dalam sebuah skripsi
yang berjudul Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia
Terhadap Penelantaran Anak dari Pernikahan Poligami llegal Pasca
Meninggalnya Ayah (Studi Kasus di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia
terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca
meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai

Selatan?



C. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini berisi tentang sesuatu yang ingin dicapai
dalam penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi
manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal
pasca meninggalnya ayah (studi kasus di Kecamatan Kandangan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan).

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis merasa

perlu untuk memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis Komparatif

Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah
penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan
sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-
musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).> Sedangkan komparatif
menurut KBBI adalah berkenaan atau berdasarkan perbandingan. Jadi
analisis komparatif adalah metode penelitian yang membandingkan satu
variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel terhadap suatu peristiwa

yang berbeda.®

5 KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, https://kbbi.web.id/analisis.html,
diakses 06 Juni 2024

6 KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”,
https://kbbi.web.id/komparatif.html, diakses 06 Juni 2024


https://kbbi.web.id/analisis.html
https://kbbi.web.id/komparatif.html

Hukum Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan
Al-Quran dan hadis.’
Hak Asasi Manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB
Declaration of Human Rights), seperti hak untuk hidup, hak
kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.®
Penelantaran Anak menurut KBBI, penelantaran berasal dari kata
terlantar sekaligus bermakna terbengkalai, tidak berkecukupan, tidak
terawat, tidak terpelihara, dan tidak terurus. Sedangkan kata
penelantaran merupakan proses, perbuatan ataupun cara seseorang
untuk menelantaran.®
Poligami llegal

Menurut KBBI arti poligami adalah sistem perkawinan yang
membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu
orang.® llegal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

tidak legal, tidak menurut hukum, dan tidak sah.'* Jadi poligami ilegal

7 KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”,
https://kbbi.web.id/hukumislam.html, diakses 06 Juni 2024

8 KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”,
https://kbbi.web.id/hakasasimanusia.html, diakses 06 Juni 2024

9 KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online ”,
https://kbbi.web.id/penelantarananak.html, diakses 06 Juni 2024

10 KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”,

https://kbbi.web.id/poligami.html, diakses 06 Juni 2024

11 KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, https://kbbi.web.id/ilegal.html,

diakses 06 Juni 2024


https://kbbi.web.id/hukumislam.html
https://kbbi.web.id/hakasasimanusia.html
https://kbbi.web.id/penelantarananak.html
https://kbbi.web.id/poligami.html
https://kbbi.web.id/ilegal.html

yaitu laki-laki yang beristri lebih dari seorang yang dilakukan secara
sirri tanpa izin Pengadilan.
6. Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kecamatan Kandangan yang terletak di ibukota Kabupaten Hulu
Sungai Selatan yang berjarak 135 Km dari ibu kota provinsi Kalimantan
Selatan. Kecamatan Kandangan merupakan daerah yang sangat strategis
dan merupakan kota yang menjadi tulang punggung Kabupaten Hulu
Sungai Selatan.*2

Jadi dapat disimpulkan analisis komparatif hukum Islam dan hak
asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami
ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan yaitu metode membandingkan antara hukum Islam
dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak pasca meninggalnya
ayah dari pernikahan yang mana suami beristri lebih dari seorang yang
dilakukan secara sirri tanpa izin Pengadilan, yang mana kasus
penelantaran anak ini terjadi di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu

Sungai Selatan.

12 Dokumentasi Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan



E. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:
1. Bagi Penulis
a. Untuk menambah wawasan pemikiran bagi penulis dalam
penyelesaian masalah-masalah yang timbul dari pernikahan
poligami ilegal
b. Untuk dapat memberikan perspektif dan pemecahan masalah
mengenai penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca
meninggalnya ayah menurut hukum Islam dan hak asasi manusia.
2. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi
masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui mengenai tinjauan hukum
Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan
poligami ilegal pasca meninggalnya ayah.
3. Bagi Mahasiswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
bahan penelitian yang dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian
sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.
F. Sistematika Penulisan
Agar pembahasan dalam penelitian skripsi ini bisa berurutan, maka
akan disistematiskan sedemikian rupa, hingga menjadi beberapa bagian yang

mempunyai kaitan dan saling melengkai serta membentuk satu kesatuan yang



utuh. Pembahasan dalam penelitian skripsi ini di klasifikasikan menjadi 5
bab, yaitu:

Bab | Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai: latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional,
kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Il Landasan Teori, yang meliputi poligami dalam Islam,
perlindungan anak dalam persfektif hukum Islam dan hak asasi manusia,
penelantaran anak dalam konteks hukum Islam dan hak asasi manusia,
dampak penelantaran anak, dan konsep hukum Islam tentang perawatan anak
setelah meninggalnya ayah.

Bab Il Metode Penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan,
objek penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data, matrik data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi
deskripsi data/fakta serta analisis data/atau pembahasan yang memuat tentang
Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap penelantaran anak dari
pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan
Kandangan.

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.



BAB I
HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP PENELANTARAN ANAK
DARI PERNIKAHAN POLIGAMI ILEGAL
PASCA MENINGGALNYA AYAH
A. Poligami
1. Pengertian Poligami

Dalam teks fikih, poligami disebut sebagai ta'addud al-zaujat, yang
artinya "banyak istri". Jika dilakukan dengan benar, seorang suami
memiliki hak untuk menikahi dua, tiga, atau empat wanita.!®* Ulama
Jumhur hanya membolehkan empat wanita terlibat dalam poligami.

KBBI memberikan arti pada kata poligami sebagai sistem
perkawinan yang mengizinkan seorang suami mempunyai istri lebih
dari satu atau bisa kedua, ketiga dan seterusnya.'* Selain poligami, ada
konsep poliandri. Jenis pernikahan yang dikenal sebagai poliandri
adalah pernikahan di mana wanita secara bersamaan menerima lebih
banyak dari suami. Dibandingkan dengan poliandri, poligami lebih

banyak terjadi di masyarakat.

13 Supardi Mursalim, Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan
Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 16
4 Azkia Nurfajrina, "Poligami dan Penjelasannya di dalam Al-Quran", 2022,
https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6374146/poligami-dan-penjelasannya-di-dalam-al-
quran. diakses 01 April 2024
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2. Dasar Hukum Poligami

Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri
banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan Islam tidak
menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami. Praktek
poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum
diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi
Ibrahim a.s beristerikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan
karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi
Ibrahim a.s.™ Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai
Firman Allah pada Q.S an-Nisa’ ayat 3.

i’s:wg_,ssm)\;a;\)s\jsmweﬁs% gsjqum;m
\jd““‘zi\ Y dh

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah
perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan
tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah)
seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang
demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S. an-Nisa ayat
3)

Dan juga hadist tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh
Abu Daud dan Ibnu Majah:

(x ) dgue sia) s | 3 iy a2 le Jlal Joa

15 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha limu,
2011), h. 87
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Artinya: Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya
memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan
keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat diantara mereka.
(H.R. Ibnu Majah)

Ayat ini yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristeri lebih
dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat dan hadist tersebut.

Begitu juga dengan Surat An-Nisa’ Ayat 129

O 1365 36 shia a3 L G 1 3lsd 0 1 LS O
D38 HR A (b )35 ) ALAE )5 1alaaliK 1 35 il
Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-
istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena
itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu

mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan),
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Poligami dalam konsep hukum Islam mengizinkan seorang pria
untuk memiliki lebih dari satu istri secara sah dan sekaligus. Namun,
poligami dalam Islam juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Salah satunya adalah keadilan dalam memperlakukan istri-istri tersebut
seperti, pakaian, tempat, giliran, dan lain lain yang bersifat lahiriyah.
Jika seorang suami tidak mampu menjalankan keadilan secara adil di

antara istri-istrinya, maka dianjurkan untuk hanya menikahi satu istri.'®

16 1bid.,
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3. Macam-Macam Poligami
a. Poligami Legal
Pengertian poligami legal menurut bahasa Indonesia adalah
system perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini
beberapa lawan jenis diwaktu yang bersamaan tetapi atas izin istri
pertama dan telah memenuhi syarat poligami dalam Islam.
b. Poligami llegal
Poligami llegal adalah pernikahan lebih dari satu orang istri
atau pernikahan kedua yang dilakukan secara siri tanpa izin dari istri
pertama, pernikahan ini tidak tercatat dalam negara.
4. Syarat Poligami
Demi terwujudnya tujuan perkawinan yang disyari’atkan oleh Islam
maka seorang suami yang ingin melakukan poligami harus
memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi:
a. Jumlah isteri yang dipoligami tidak lebih dari empat wanita.
Pembatasan empat wanita ini didasarkan pada Q.S. an Nisa’ ayat 3

g;;ssu&u\;;guuum M‘f\ﬁéblj
- c’ %, I3 C‘ 2 K /; - ‘.g, i- 4
L 5 3aa \)3\)3 e.\s;u @Jﬁ“-‘lj‘ﬁﬁcr’-‘“m‘
\J"J RN (;m\ Sla ("S"L‘“‘ A
Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan vyatim (bilamana kamu
menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua,
tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu
berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya
perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk
tidak berbuat zalim. (Q.S. an-Nisa ayat 3)
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b. Syarat selanjutnya adalah sanggup berbuat adil kepada para isteri,
berbuat adil kepada para isteri dalam poligami adalah, masalah
makan, minum, pakaian, tempat tinggal, menginap dan nafkah.

c. Wanita yang dipoligami tidak ada hubungan saudara dengan
isterinya  baik susuan maupun nasab, karena dilarang
mengumpulkan isteri dengan saudaranya atau dengan bibinya

d. Memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga
dengan bertambahnya isteri, maksudnya bagi seorang suami yang
ingin menikah dengan seorang wanita harus yang sudah mampu,
jika belum mampu haruslah menahan dulu (puasa).

e. Persetujuan dari isteri, hal ini sesuai dengan posisi suami dan isteri
dianggap satu kesatuan dalam keluarga, Apapun yang dilakukan
oleh suami dimintakan izin kepada isteri, apalagi masalah ingin
beristeri lagi. Persetujuan ini sangat penting demi keutuhan dan
kelangsungan hidup berkeluarga.’

B. Perlindungan Anak Dalam Persfektif Hukum Islam dan Hak Asasi
Manusia
1. Perlindungan Anak Dalam Persfektif Hukum Islam
Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata
“Islam”. Dalam bahasa Indonesia hukum Islam menurut Amir
Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia

yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang

”Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), h.181
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diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat oleh semua
anggotanya. Bila kata “hukum” menurut definisi tersebut dihubungkan
kepada Islam atau syara’, maka “hukum Islam” adalah seperangkat
peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang
tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk
semua yang beragama Islam.® Dalil hukum Islam yang disepakati oleh
Jumhur Ulama ada empat yaitu Alquran, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas.*®
Anak adalah seseorang yang masih muda dan masih dalam masa
pertumbuhan.?® Mereka memiliki kemampuan untuk belajar dan
menjadi dewasa di masa depan. Seorang anak sering dipahami sebagai
seseorang yang dikandung sebagai hasil persatuan antara perempuan
dan laki-laki.?! Seorang anak kandung tercipta ketika sel telur seorang
wanita, yang dikenal sebagai ovum, bertemu dengan benih spermatozoa
laki-laki, yang berkembang menjadi zigot, kemudian tumbuh menjadi
janin, dan akhirnya lahir ke dunia sebagai manusia seutuhnya. Hal ini

dijelaskan dalam Q.S al-Mu’minun ayat 12-15

é%d&ﬁ\*@w&uwu\.&m\ﬁ\hﬂ;ﬁj
FHEEP ISR M\m&m&mmﬁwu&jﬁ
iyl ~\m;&mwweu\u5;s;wwm

\owmmh'“g&\ ) ¢ Gualddl (sl 4

Artinya: Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati
(yang berasal) dari tanah. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di

\

~,\\

18 Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Hukum Islam”, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam,
Vol. 1, No. 1, Maret 2018, h. 103

19 Moh. Bahrudin, llmu Ushul Figh, (Bandar Lampung: Aura, 2019), h. 27.

20 Thobroni, Menyambut Kelahiran Buah Hati, (Jogjakarta: Katahari, 2011), h. 10.

2l Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional
Perlindungan Anak Serta Penerapannya, (Yogyakarta: Graha Timu, 2013), h. 1.
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dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami
jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang
menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal
daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu
Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya
makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.
Kemudian, sesungguhnya kamu setelah itu benar-benar akan mati.
Tafsir ayat-ayat ini juga mengandung makna yang mendalam. Selain
menggambarkan proses fisik penciptaan manusia, ayat-ayat tersebut
juga melambangkan perjalanan spiritual manusia. Manusia awalnya
diciptakan dari bahan dasar yang lemah, namun melalui perkembangan
dan transformasi bertahap, manusia menjadi makhluk yang lebih berarti
dan bermakna. Ayat-ayat ini juga mengajarkan kepada manusia tentang
pentingnya menghormati, menghargai, dan memelihara kehidupan.
Manusia sebagai ciptaan Allah memiliki nilai dan martabat yang
tinggi, sehingga harus dihormati dan dilindungi.?? Ayat-ayat ini juga
dapat dijadikan landasan bagi pemahaman dan penghormatan terhadap
kehidupan manusia, mulai dari tahap awal dalam Rahim hingga akhir
hayat. Secara keseluruhan, ayat-ayat ini memberikan pemahaman
mendalam tentang proses penciptaan manusia dan mengajarkan
manusia untuk merenungkan kebesaran Allah dalam penciptaanNya.
Ayat ayat ini juga mengajarkan pentingnya menjaga dan menghormati
kehidupan manusia serta mensyukuri anugerah yang telah diberikan

Allah.?®

22 Rahman Amin, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia, (Jakarta:
Deepublish, 2021), h. 67

23 Fayna Azzahra, Pengantar Psikologi Untuk Kebidanan, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2018),
h. 107
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Islam memberikan perhatian yang tinggi terhadap hak anak dan
memandang anak-anak sebagai amanah dari Allah SWT. Terdapat
beberapa hak anak dalam Islam yang harus dipenuhi orang tua. Berikut
hak-hak anak dalam Islam
a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik,

jaminan dan perlindungan kesehatan?*. Hal ini berdasarkan Q.S. at-

Thalag: 6

| jenis’ umyjeshjweusuq:s@;;g:sm

2,072

u@uum@;ug:,sg\ﬁmdﬁqj;’s&\w@;

oy haay 3K 1304 im;,f}\;;yufﬁ 5 G
% \dw)mezjwuu\j

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika
mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,
Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di
antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui
kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu)
untuknya.?

b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik

itu perempuan atau laki-laki. Hal ini berdasarkan Q.S. an-Nahl: 58

>

LSJJ-“HJ?SJ*’J ‘J}M *@AJJL@-’Y‘-’ eﬁh‘ JW‘JU
UJ&LZ\ LMY\a_a\;ﬂ\

Artinya: Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan
(kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya,
dan dia sangat marah. la menyembunyikan dirinya dari orang
banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya.

24 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, (t.d.), h. 18-19.
25 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , (t.d), h. 817
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Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan
ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?.
Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.?

c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan
maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi

dan berdasarkan Q.S. al-Isra: 31

o7 X o % "1—5 “ . o Yoorrew
?@J.\Eu\es je@J}u;;d)u\meSﬁ}\ \)Ls.t\}[j
15k Ulas 8
Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena
takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka

dan juga kepaadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah
suatu dosa yang besar.?’

d. Hak anak untuk diberikan ASI (air susu ibu). Hal ini terdapat dalam

Q.S. al-Bagarah: 233

° w ° “ N ! \D -

‘ A5 Al Gild& ﬁuﬂﬁ 3l U’-*f'):’%‘—’iéj{b
a3l ue—uusj 35, 4 9)_5%5 e dela))
m;x V5 bl 5 st ¥ Tty ) Gl kS
UA\)JU‘; YLaﬁ \J\J\ u\ﬁdhd.mu_l‘)\jj é.c)o.ﬂj.\
\93.0..4).\.».»4 u\ HJJ\ U\J LA.@-\SQ’ /CL];A )ﬁ JJLUJSJ Y
| 55 5 Ca gz \ugmmes:xa us)ees:yj\
jl.qu\.um\ u‘ \jﬁ&\j‘m\

Artinya: Paraibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,
dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa

f

2 1bid., h. 372
2" 1bid., h. 388
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bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha

melihat apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka, diperoleh
pelajaran bahwa Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak
dalam kandungan bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan
secara optimal karena Islam memandang penting pembinaan anak
sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan
masyarakat serta Negara.

2. Perlindungan Anak Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah dalam bahasa
Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki
manusia. Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah droits de ‘I home
(Prancis) human right (Inggris) dan Huquq al - Insan (Arab), Right
dalam Bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran.?® Secara
istilah hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat
manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa sejak
manusia ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fithri (kodrati)
dan bukan pemberian manusia atau negara. Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

Hak Asasi Manusia ialah “Seperangkat hak yang melekat pada
hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.®

28 Triyanto, Negara Hukum dan HAM, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 29
29 Hendarmin Ranadireksa, Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia, (Bandung: Refika
Aditama, 2012), h. 39
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Pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi
manusia dalam pasal 1 ayat 5 di jelaskan bahwa:

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas)
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan
apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya
hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan
pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-
undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat
internasional. Pengesahan Undang-Undang terhadap perjanjian antar
negara atau hukum internasional menimbulkan kewajiban bagi negara
untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, yang sekaligus
merupakan HAM yang perlu dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak
masih dalam kandungan. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang
HAM mengatur bahwa setiap anak;

a. Berhak atas dasar perlindungan oleh orang tua, keluarga,
masyarakat, dan Negara (Pasal 52);

b. Sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup
dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya
berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (pasal 53);

c. Seticmn Inkap anak cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh
perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya
Negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat
kemanusiaan, peningkatan rasa percaya diri dan kemampuan
berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara (Pasal 54);

d. Berhak beribadat menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai
dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan
orang tua dan atau wali (Pasal 55);
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e. Berhak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh
orang tuanya sendiri, dalam hal orang tua anak tidak mampu
membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai
dengan Undang-Undang ini. Maka anak tersebut boleh diasuh atau
diangkat sebagai anak oleh orang tua sesuai dengan ketentuan
peraturan perUndang-Undangan (Pasal 56);

f. Berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan
dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa
sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, juga berhak
mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan
pengadilan apabila kedua orang tua meninggal dunia atau karena
sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang
tua sesungguhnya (Pasal 59);

g. Berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk
kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan
pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan
terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan
pemerataan hukuman (pasal 58);

h. Berhak tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan
dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan
hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah
demi kepentingan terbaik bagi anakanak tetap berhak untuk tetap
bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan
orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang (Pasal 59);

i. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat
kecerdasannya, dan berhak mencari, menerima, dan memberikan
informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi
pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai
kesusilaan dan kepatutan (Pasal 60)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum
mencapai usia 18 tahun dan termasuk anak yang belum lahir. Pasal
tersebut menjelaskan bahwa anak di bawah usia 18 tahun, termasuk
anak yang belum lahir, dilindungi oleh undang-undang. Tanggung
jawab dan kewajiban orang tua untuk melindungi, mengasuh, dan
memenuhi hak-hak anak tersebut agar mereka berkembang dan menjadi

dewasa sebagaimana mestinya.
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Keluarga adalah unit kelembagaan terkecil dalam masyarakat yang

memfasilitasi terwujudnya kehidupan yang tenteram, aman, sejahtera,
dan penuh cinta kasih di antara para anggotanya. Selama masa
pertumbuhan dan perkembangan, hak-hak anak harus dilindungi dan
dipenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan anak secara tepat dalam
masa pertumbuhan dan perkembangannya, maka mereka dapat
dipersiapkan secara optimal menuju masa dewasa dan menjadi generasi
penerus individu yang berkualitas. Setiap orang tua bertanggung jawab
untuk memenuhi semua kebutuhan dan hak anaknya, termasuk hak
untuk hidup, hak untuk diasuh, hak untuk dilindungi dari diskriminasi,
hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk beribadah, dan hak
untuk berpartisipasi dan mengungkapkan pendapat dalam semua hal
yang mempengaruhi anak-anak. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat 1
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
menyatakan:
Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan, kemiskinan, dan diskriminasi.

Sebagai implementasi dari ratifikasi konvensi internasional tentang
hak anak, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah

mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang

berhadapan dengan hukum. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang
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tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia,
yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan
berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam
perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan
menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak. Perubahan Undang-Undang perlindungan anak ini disebabkan
karena alasannya meningkatkan perlindungan terhadap anak

Melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, sebagai
manusia di bawah umur delapan belas tahun, anak punya hak yang
khusus. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak menggambarkan
prinsip-prinsip yang harus dijadikan pertimbangan khusus dalam semua
hal yang berhubungan dengan anak. Hak Asasi Anak (fundamental
rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang
berhubungan dengan kesejahteraan anak merupakan masalah
perlindungan hukum mencakup lingkup yang sangat luas. Hak- Hak
anak termasuk hak atas identitas, kesejahteraan akses pendidikan dan
pelayanan kesehatan, kebebasan dari diskriminasi, dan hak atas
kelangsungan hidup dan pengembangan. Hak-hak anak berlaku untuk
semua anak baik perempuan dan laki-laki, anak-anak dengan kebutuhan
khusus dan anak-anak yang tersingkir karena etnis atau agama mereka,

atau anak-anak dari kelompok yang terpinggirkan. Secara garis besar
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deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak yaitu hak untuk
memperoleh  perlindungan, kesempatan dan fasilitas yang
memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam
keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak
lahir, termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan
kesehatan, pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus jika mereka
cacat, tumbuh, dan besarkan, dalam suasana yang penuh kasih sayang
dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab
orang tua mereka sendiri untuk mendapatkan pendidikan, dan dalam hal
terjadi kecelakaan/malapetaka, mereka termasuk yang memperoleh
perlindungan serta pertolongan memperoleh perlindungan terhadap
segala bentuk yang menyia-nyiakan anak, kekejaman dan penindasan
serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.*°
C. Penelantaran Anak Dalam Konteks Hukum Islam dan Hak Asasi
Manusia
Menurut KBBI penelantaran berasal dari kata terlantar sekaligus
bermakna terbengkalai, tidak berkecukupan, tidak terawat, tidak terpelihara,
dan tidak terurus. Sedangkan kata penelantaran merupakan proses perbuatan

ataupun cara seseorang untuk menelantarkan.!

%0 Salurante, “Hak Anak Atas Identitas Diri Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat
Tana Toraja”, Artikel, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014)

31 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2014), h. 564
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Penelantaran anak merupakan suatu tindakan dimana orang tua tidak
mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi setiap hak-hak anak.?
Orang tua perlu menyadari bahwa anak sebagai titipan dari Allah, sehingga
harus dijaga dengan baik. Sesuai firman Allah swt. Q.S. al-Anfal ayat 28.

sbe Al s A G5 Ak 80051 o400 W 15k

Artinya: “Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu
hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang
besar”

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa anak-anak adalah amanah
yang harus dijaga. Allah SWT melarang orangtua mendzalimi anak-
anaknya. Selain itu anak-anak adalah anugerah dan penyejuk, mereka juga
ujian bagi orangtua. Maka orangtua harus sabar dalam merawat anak-anak.
Jadikan anak ladang amal untuk meraih pahala, bukan media berbuat dosa
dengan berperilaku kejam.

Dalam Hukum Islam bagi sanksi pelaku penelantaran anak
hukumannya masuk dalam kategori jarimah ta'zir, yang berat atau ringannya
hukuman diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat.

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk
dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan
pelanggaran HAM terhadap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak.

287

32 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta, PT Bhuana Ilmu Popular, 2004), h.
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Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
tahun 2023, KPAI sudah menerima 1800 kasus penelantaran anak terkait
pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Pengaduan untuk
pemenuhan hak anak mayoritas berasal dari lingkungan keluarga dan
pengasuhan alternatif dengan presentasi 68,7%. Banyak kasus yang masuk
dikarenakan korban pengasuhan bermasalah, konflik orang tua/keluarga,
dan anak korban pemenuhan hak nafkah. Hal inilah yang menjadi
kekhawatiran kita bersama karena yang paling dekat dengan anak adalah
keluarga.®

Dalam kasus penelantaran anak terdapat lembaga-lembaga yang
menangani kasus penelantaran anak. Seperti KPAI yang dibentuk Negara,
LPAI yang dibentuk lembaga masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam
perlindungan anak, dan dinas sosial pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak (Dinsos PPPA).

LPAI berperan dalam memajukan hak-hak anak di Indonesia
melalui penanganan dan pendampingan sejak pendiriannya pada 1997.
LPAI memiliki mitra Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di tingkat daerah.
Pembentukan LPA bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak
anak dan berfungsi untuk melakukan pencegahan, pengembangan, dan

penunjang agar tumbuh kembang dan kehidupan anak terjamin.

33 KPAI, “Data Kasus Perlindungan Anak dari Pengaduan ke KPAI Tahun 2023 2023.
https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-
tahun-2023, diakses 27 Februari 2024


https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah
https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023
https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023
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Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
(Dinsos PPPA), dinas ini merupakan instansi pemerintah yang memiliki
fungsi dan peran melindungi dan memperhatikan hak-hak anak serta upaya
pencegahan tindak kekerasan terhadap anak3*

Bentuk menelantarkan anak dapat berupa penelantaran fisik,
penelantaran pendidikan, penelantaran secara emosi, dan penelantaran
medis. Pertanggungjawaban orang tua yang dengan sengaja menelantarkan
anaknya karena suatu keadaan memaksa atau lepas tanggung jawab akan
dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tersebut
tertuang dalam Pasal 304 sampai 308 KUHP tentang Penelantaran Anak
yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menempatkan atau
membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum
yang berlaku bagianya atau karena persetujuan dia wajib memberi
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan Pasal 304 KUHP dapat diartikan bahwa orang tua yang
dengan sengaja menelantarkan anaknya, sedangkan orang tua tersebut wajib
memenuhi hak asasi yang didapatnya dan diberikan oleh negara dan dijamin
oleh hukum dan berlaku bagi wali anak asuhnya.

Kemudian Pasal 305 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa
menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau
meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Selanjutnya, Pasal 306 KUHP menyatakan, (1) jika salah satu

perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat,
yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam

% Widya Putri Hastin, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Perlindungan Anak Korban
Tindak Kekerasan”, Tesis, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021)
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bulan. (2) jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama
sembilan tahun.

Lalu Pasal 307 KUHP menyatakan, jika yang melakukan kejahatan
berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu maka pidana yang
ditentukan dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dapat ditambah sepertiga.®®

Sedangkan Pasal 308 menyatakan jika seorang ibu takut akan
diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan,
menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan
maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana
tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh.

Orang tua yang menelantarkan anak wajib bertanggung jawab secara
hukum dan pidana sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Pasal 305
dan Pasal 308 KUHP?®

D. Dampak Penelantaran Anak

Penelantaran anak bisa menyebabkan berbagai macam dampak
seperti dampak psikologi dan sosial.
1. Dampak Psikologi

Dampak psikologi ini bisa berlangsung seumur hidup, bahkan

berdampak antargenerasi. Berikut dampak penelantaran anak pada
psikologis anak:
a. Kurangnya keterampilan kognitif
Perkembangan otak anak yang terganggu akibat ditelantarkan bisa
menyebabkan gangguan pada fungsi eksekutif otak, seperti memori,
pengendalian diri, dan fleksibilitas kognitif (kemampuan melihat
berbagai hal dan situasi dari berbeda perspektif). Anak-anak yang

ditelantarkan juga berisiko mengalami kesulitan belajar.

% Willa Wahyuni, “Hukum Menelantarkan Anak dan Sanksi Pidananya”, 2022,
https://www.hukumonline.com/berita/a’hukum-menelantarkan-anak-dan-sanksi-pidananya-
1t623¢341708a22/?page=all, diakses 25 Februari 2024

% Ibid.,


https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-menelantarkan-anak-dan-sanksi-pidananya-lt623c341708a22/?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-menelantarkan-anak-dan-sanksi-pidananya-lt623c341708a22/?page=all
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b. Buruknya kesehatan mental dan emosional
Penelantaran anak adalah faktor risiko anak mengalami depresi,
kecemasan, dan gangguan kejiwaan lainnya di masa dewasanya kelak.
Orang dewasa dengan depresi berat yang pernah ditelantarkan saat
masih anak-anak, memiliki memiliki respon yang buruk terhadap
pengobatan antidepresan. Terutama jika peristiwa traumatis itu terjadi
di usia 7 tahun atau lebih muda.
c. Kesulitan bersosialisasi
Anak dalam pengasuhan yang ditelantarkan bisa memiliki kesulitan
bersosialisasi. Gangguan ini bisa berdampak negatif pada kemampuan
anak untuk berteman secara positif, bersosial, dan memiliki komitmen
dalam hubungan di kemudian hari. Selain itu, anak cenderung
memiliki sifat antisosial saat mereka tumbuh dewasa, bahkan bisa
menyebabkannya memiliki perilaku kriminal di masa dewasa.
d. Stres Pasca Trauma
Anak yang ditelantarkan bisa memiliki gangguan stres pasca trauma
(PTSD), yang ditandai dengan gejala seperti mengalami kembali
peristiwa traumatis. la cenderung menghindari orang, tempat, dan
acara yang berkaitan dengan momen traumatis yang pernah dialami.
PTSD pada anak bisa menyebabkan depresi, perilaku bunuh diri,
penggunaan narkoba, dan berperilaku menentang atau menantang
hingga dewasa. Hal ini memengaruhi kemampuan anak di sekolah

atau dalam sebuah hubungan.
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e. Masalah perilaku
Penelantaran anak berkaitan dengan masalah perilaku di masa
kanak-kanak dan remaja. Anak-anak yang pernah ditelantarkan,
semakin besar potensi untuk memiliki masalah perilaku seiring
bertambah usia. Terdapat kaitan antara penelantaran anak dengan
perilaku internalisasi (menarik diri, sedih, terisolasi, dan depresi) dan
perilaku eksternalisasi (menjadi agresif atau hiperaktif) sepanjang
masa kanak-kanak.®’
2. Dampak Sosial
Berikut dampak sosial yang akan terjadi apabila anak menjadi
korban penelantaran:

a. Anak memiliki gangguan emosi, seperti sulit belajar, sulit untuk
berhubungan secara sosial bersama teman-temannya, bersikap agresif
dan bermusuhan dengan orang dewasa

b. Anak suka menyendiri, menjauh, bahkan menghindari kontak,
maupun tidak memiliki teman bermain atau anti sosial.

c. Sulit berempati dan memahami kesulitan orang lain

d. Sulit mempercayai orang lain

e. Tidak bersemangat, mudah menyerah dan putus asa, maupun bersikap

cengeng.®

37 Fadhli Rizal Makarim, “Ini Dampak Psikologis Anak Yang Ditelantarkan”, 2021,
https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-psikologis-anak-yang-ditelantarkan,  diakses 24
Februari 2024

3 Suwandi, “Dampak Kekerasan Verbal terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak”,
Jurnal Chilhood, Vol. 2, No 1, 2017, h. 19


https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-psikologis-anak-yang-ditelantarkan
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Lika liku kehidupan membuat berbagai alasan anak bisa
ditelantarkan. Seringkali ketika suatu tantangan dipersepsikan terlalu
menekan, berat, dan intens, maka dapat memunculkan kecemasan, perasaan
tidak berdaya, dan gejala fisik seperti jantung berdebar. Di saat itulah
resiliensi dibutuhkan agar individu tidak terus menerus terkungkung dalam
keterpurukan.

Resiliensi Menurut Grotbergh, resiliensi sebagai kapasitas individu
untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah ketika mengalami
penderitaan dengan cara kemampuan individu dalam beradaptasi dan
bertahan.3® Menurut Reivich dan Shatte dalam Sri Mulyani Nasution ada
tujuh kemampuan yang membentuk resiliensi, yakni:

a. Regulasi Emosi
Kemampuan untuk tetap tenang saat mengalami tekanan adalah hal
penting dalam memahami emosi orang lain dan terutama bisa mengatur
emosi diri sendiri. Kemampuan ini dapat ditingkatkan dengan cara
fokus (focusing) dan tenang (calming). Ketika kemampuan ini dimiliki,
maka individu mendapatkan efek relaksasi sehingga mampu

mengendalikan emosi.

b. Kontrol terhadap Impuls
Yakni kemampuan seseorang untuk mengendalikan tekanan dan

juga mengendalikan keinginan yang muncul dalam dirinya. Individu

39 Wiwin Hendriani, Resiliensi Psikologis, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), h. 22
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cepat mengendalikan pikiran dan perilaku serta perubahan emosi
apabila kemampuan impuls yang dimiliki individu rendah.
Optimisme

Individu yang resilien akan memiliki optimisme pada harapannya
dimasa depan. Individu yang produktifitas kerjanya tinggi serta
mengalami depresi kemungkinannya akan kecil apabila memiliki
optimisme.
Kemampuan Menganalisis Masalah
Kemampuan ini membawa individu mampu mengidentifika secara
akurat penyebab dari permasalahan yang dihadapi, sehingga mereka
tidak akan semena-mena menyalahkan orang lain atas masalah yang
dihadapi.
Empati

Empati merupakan perasaan yang kuat dan mendalam mendekati
penderitaan terhadap kepribadian orang lain.
Efikasi Diri

Keyakinan individu bahwa ia memiliki kemampuan untuk

mengatasi masalah yang dihadapinya.



33

g. Pencapaian
Kemampuan ini menggambarkan keberanian individu melihat suatu
masalah sebagai tantangan hidup dan bukan suatu ancaman yang harus
ditakuti.*
F. Konsep Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Tentang Perawatan
Anak Setelah Meninggalnya Ayah
Dalam sebuh penelitian yang dilakukan oleh Khairina dan Dheana
Permata Shandy dari Universitas Islam Negeri Mahmud Y unus Batusangkar
mengenai kewajiban keluarga ayah menafkahi anak setelah ayah wafat di
Kecamatan Sungai Tarab, berdasarkan temuan penelitian tersebut bahwa
keluarga ayah tidak rutin memberi nafkah bahkan tidak memberi nafkah
kepada anak sama sekali setelah ayah wafat, dapat dilihat anak yang
ayahnya sudah wafat dinafkahi oleh ibunya sendiri tanpa ada bantuan
nafkah dari keluarga ayah setelah ayahnya wafat. Meskipun dalam
penelitian tersebut sebagian keluarga ayah masih memberikan nafkah anak
tetapi nafkah yang diberikan tersebut belum memenuhi kebutuhan sehari-
hari anak ataupun untuk membantu biaya pendidikan, terlebih lagi kepada
keluarga ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anak walaupun anak
sudah berusaha meminta nafkah kepada keluarga ayah tapi keluarga ayah

tidak memberikan nafkah tersebut, maka dapat diketahui tanggung jawab

40 Sri Mulyani Nasution, Resiiensi: Daya Pegas Menghadapi Trauma Kehidupan, (Medan:
USU Press, 2011), h. 18-24.
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atau kewajiban keluarga ayah menafkahi anak setelah ayah wafat tidak
sesuai dengan Hukum Islam.*!

Pada umumnya tidak semua keluarga ayah masih peduli dengan
anak jika ayahnya sudah wafat. Di dalam Islam dikatakan bahwa jika ayah
telah wafat maka tanggung jawab nafkah anak ada pada wali yang
bertanggung jawab kepada ayah. Pembebanan kewajiban ini ditujukan
kepada mereka yang memiliki kehidupan yang cukup atau yang masih
mampu bekerja dengan layak.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa masih adanya
tanggung jawab nafkah dari keluarga ayah untuk menafkahi anak setelah
ayahnya wafat. Allah SWT berfirman dalam Q.S ath-Thalaq ayat 7

7l e 30 A Jeda Tl V) Bl el

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak
memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah
berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah

kesempitan.

Dalam ayat dikatakan “Allah tidak memikulkan beban kepada
seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah
kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” maksudnya Allah
tidak akan memikulkan beban kepada seseorang diluar kesanggupannya,

apabila ayah sudah tidak ada atau sudah wafat maka menurut pendapat

41 Khairina Dan Dheana Permata Shandy, “Kewajiban Bako Menafkahi Anak Setelah Ayah
Wafat: Studi Tentang Nafkah di Kecamatan Sungai Tarab”, Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah, Vol. 4,
No. 1, 2023.
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Hanafiyyah tanggung jawabnya dilimpahkan kepada keluarga jalur ke atas
yang masih ada baik perempuan ataupun laki-laki yang memang ia mampu
untuk menafkahi, jika masih ada kakek dan ibu kandung maka yang
bertanggung jawab terhadap nafkah anak adalah kakek atau yang bisa
disebut dengan keluarga ayah.*2

Dalam figih Wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili mengatakan
tidak wajib hukumnya memberi nafkah kepada orang lain kecuali sebab
butuh, dapat dipahami jika anak masih bersekolah atau belum baligh maka
anak masih butuh dinafkahi karena anak belum bisa bekerja untuk
memenuhi kebutuhannya sendiri, nafkah dari keluarga ayah tersebut
berguna untuk keperluannya terlebih lagi bagi anak yang masih bayi atau
masih dalam penyusuan, akan sangat baik jika adanya pembagian tugas
antara dua keluarga, ibu bertugas mendidik anak dan keluarga ayah
membantu untuk memberikan nafkah atau disebut juga biaya pemeliharaan
anak.*®

Menurut pasal 104 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi

Apabila ayahnya telah meninggal dunia maka biaya penyusuan dibebankan
kepada orang yang bertanggung jawab kepada ayahnya atau walinya."

Disaat ayah sudah wafat maka jatuhlah kewajiban memberi nafkah
kepada orang yang bertanggung jawab kepada ayah (keluarga ayah),

tujuannya agar anak yang membutuhkan biaya kehidupan sehari-hari tetap

42 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu jilid 10. (Jakarta: Gema Insani, 2011)

4 Khairina dan Dheana Permata Shandy, “Kewajiban Bako Menafkahi Anak Setelah Ayah
Wafat: Studi Tentang Nafkah di Kecamatan Sungai Tarab”, Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah, Vol. 4,
No. 1, 2023.
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terjamin kesehatan dan gizi dalam dirinya agar tidak terjadi cacat pada

dirinya.



BAB |11

METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan data, fakta dan informasi yang akan mengungkapkan
dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode
sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan
1. Jenis

Untuk mengetahui analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi
manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal
pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, maka peneliti menggunakan penelitian lapangan. Jenis
penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berbentuk
penggalian informasi secara langsung dengan pelaku dan informan yang
ada di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis
yakni pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yan
dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.

Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode
wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan anak yang

ditelantarkan dalam kasus poligami ilegal di Kecamatan Kandangan.
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B. Objek Penelitian
Analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap
penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya
ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
C. Subjek Penelitian
Anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di
Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
D. Data dan Sumber Data
1. Data
a. Data Primer:

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
obyek penelitian. Data primer berbentuk verbal atau kata-kata yang
diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan
oleh subjek yang dipercaya yaitu: analisis komparatif hukum Islam
dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan
poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan
sebagai pendukung pokok. Maksudnya, data ini diperoleh dari
beberapa media antara lain adalah dokumen-dokumen grafis, dapat

berupa tabel, catatan, notulen, rapat, foto-foto, film, rekaman video,
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benda-benda, dan lainnya yang ada berkaitan dengan judul

penelitian.**

2. Sumber Data

a. Responden

Responden dalam penelitian ini sementara berjumlah 5
(lima) orang sebagaimana telah peneliti uraikan pada latar belakang
di atas.
Informan

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu orang-orang
yang mampu memberikan informasi tambahan terkait permasalahan
yang diteliti, diantaranya Kepala Desa/Lurah, Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak/Ibu
Dosen STAI Darul Ulum Kandangan.
Dokumen

Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif
sehingga diperlukan telaah dokumen sebagai pisau analisis berupa

literatur yang relevan dengan penelitian ini.

4 Zulkifli Noor, Metodologi Penelitian Kualitatif fan Kuantatif Petunjuk Praktis untuk
Penyusunan Tesis, Skripsi, dan Disertasi, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 21.
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E. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data instrument merupakan alat untuk memperoleh
data dan fakta di lapangan.* Untuk mengumpulkan data yang diperlukan
dalam penelitian ini, maka digunakan teknik sebagai berikut:
1. Observasi

Observasi ialah pengamatan yang dilakukan untuk pengumpulan
data terhadap gejala-gejala yang diteliti.*® Dengan demikian, penulis
mengadakan pengamatan secara langsung terhadap pasangan yang
melakukan pernikahan poligami ilegal di Kecamatan Kandangan.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan
bertanya langsung pada yang diwawancarai. Dengan demikian, penulis
akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap anak dari
pernikahan poligami ilegal yang mana ayah telah meninggal dunia di
Kecamatan Kandangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dapat diperoleh

melalui dokumen-dokumen yang diperlukan terkait objek penelitian.

Dokumen dapat berupa data-data catatan, buku harian, laporan kerja,

4 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia,
2021), h. 45

% Hardani, Metode Penelitian Kualitatif & Kuanitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu,
2020), h. 123.
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SOP, dokumentasi, dan administrasi yang sesuai dengan masalah yang
diteliti.*’
4. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah penelusuran informasi dan data yang
dilakukan melalui beberapa sumber. Pengumpuan data dengan
menggunakan studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca,
mempelajari, serta menganalisis literatur maupun buku dan sumber
lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang diperlukan atau
dipergunakan untuk mengumpulkan data atau informasi.*® Data penelitian
harus dapat dideskripsikan, dianalisis, dan diinterpretasikan. Untuk itu
diperlukan data yang akurat, agar mengetahui analisis komparatif hukum
Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan
poligami ilegal pasca meninggalnya ayah.

Untuk mendapatkan data yang benar diperlukan instrumen
pengumpulan data yang memadai. Instrumen yang diperlukan dalam
pengumpulan data adalah panduan wawancara, kamera, kertas dan alat tulis.
Untuk menyusun rancangan studi, draf hasil penelitian, dan laporan

penelitian dibutuhkan seperangkat komputer atau laptop.

47 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2012), h.
88.
48 Syafrida Hafni Sahir, op.cit., h. 44-45
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G. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode
deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan
mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat suatu
kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan
tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

H. Matrik Data

Teknik Instrumen
Data Pengumpulan Pengumpulan
Sumber Data Data

No Data

1. | Analisis komparatif] Informan, | Teknik observasi,| Pedoman

hukum Islam dan hak| responden, | teknik observasi,

asasi manusial dan wawancara pedoman
terhadap literatur- (interview), studi | wawancara, studi
penelantaran anak literatur kepustakaan, dan | kepustakaan, dan
dari pernikahan| yang dokumentasi pedoman
poligami ilegal pascal berkaitan dokumentasi
meninggalnya ayah| dengan

di Kecamatan| judul

Kandangan penelitian

Kabupaten Hulu
Sungai Selatan

2 Informan Wawancara dan| Pedoman
Data Sekunder: dokumentasi wawancara  dan
Gambaran lokasi pedoman

penelitian dokumentasi
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Prosedur Penelitian
Tahapan penelitian adalah serangkaian langkah yang dikerjakan
secara sistematis dan berurutan dalam penelitian. Adapun tahapan penelitian
dalam penelitian ini adalah:
1. Tahap Pendahuluan
Tahapan ini peneliti harus mendesain terlebih dahulu hal-hal yang
akan dilakukan untuk sampai kepada tahap persiapam, yaitu:
a. Berkunjung ke lokasi penelitian
b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing
2. Tahap Persiapan
Tahap Persiapan terdiri dari:
a. Melakukan seminar setelah disetujui P3M.
b. Memohon surat riset kepada ketua STAI Darul Ulum Kandangan
untuk disampaikan kepada pihak yang terkait dalam penelitian.
c. Menyiapkan pedoman wawancara, angket, dan observasi untuk
penelitian.
d. Menyiapkan dan mencari literatur yang berkaitan dengan objek
atau masalah penelitian.
3. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan terdiri dari:
a. Mengadakan wawancara, observasi, dokumentasi

kepada informan dan responden
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b. Membaca, memahami, dan menganalisis literatur yang berkaitan
dengan objek atau masalah penelitian.
c. Mengumpulkan data-data yang sudah diperoleh
d. Mengolah data sesuai dengan teknik pengumpulan data
e. Melakukan analisis data
f.  Menarik kesimpulan yang utuh terhadap permasalahan yang
diajukan.
4. Tahap Penyusunan Laporan
Dalam tahap ini dilakukan penyusunan laporan penelitian dan
berkonsultasi kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi kemudian
diperbaiki untuk disetujui, selanjutnya diperbanyak untuk dibawa saat

sidang munagasah untuk diuji dan dipertahankan.



BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Letak geografis wilayah Kecamatan Kandangan
Kecamatan Kandangan yang terletak di ibukota Kabupaten Hulu
Sungai Selatan yang berjarak 135 Km dari ibu kota provinsi Kalimantan
Selatan. Kecamatan Kandangan merupakan daerah yang sangat strategis
dan merupakan kota yang menjadi tulang punggung Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, dengan perbatasan sebagai berikut:
a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Angkinang
b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya
c. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamtan Padang Batung
d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Simpur dan Kalumpang
Luas Wilayahnya adalah 106,71 Km2
2. Topografi
Pada umumnya tanah di wilayah Kecamatan Kandangan dapat
dikategorikan jenis tanah kelas Il dan digunakan untuk berbagai jenis
usaha pertanian tanaman pangan, serta sebagian sebelah wilayah barat
tanah rawa yang sepanjang tahunnya selalu digenangi air yang bermanfaat
untuk masyarakat bermata pencaharian di sektor perikanan misalnya desa

Bangkau.
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Kecamatan Kandangan terdiri dari 4 kelurahan dan 14 desa, dengan 125

RT dan 56 RW. Ibu kota kecamatan berada di Kelurahan Kandangan

Kota.*?
TABEL. 4.1

Luas wilayah Kecamatan Kandangan

No Desa/Kelurahan Luas Wilayah
1 Baluti 5,00
2 Jambu Hilir 4,80
3 Tibung Raya 3,00
4 Amawang Kanan 2,56
5 Sungai Paring 4,50
6 Amawang Kiri 4,00
7 Bariang 2,13
8 Amawang Kiri Muka 2,13
9 Kandangan Barat 3,00
10 | Kandangan Kota 2,50
11 | Kandangan Utara 2,50
12 | Gambah Luar Muka 1,92
13 | Gambah Luar 2,17
14 | Gambah Dalam 6,00
15 | Gambah Dalam Barat 4,30
16 Lungau 10,00
17 | Sungai Kupang 27,10
18 | Bangkau 19,10
Kandangan 106,71
3. Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hulu Sungai Selatan, jumlah penduduk Kecamatan Kandangan sebanyak

51. 320 jiwa yang terdiri atas 25.466 jiwa penduduk laki-laki dan 25.854

jiwa penduduk perempuan.*

4% Dokumentasi Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

%0 Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan
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4. Sarana Pendidikan dan Ibadah
Sarana pendidikan yang ada dikecamatan Kandangan baik yang
formal maupun non formal seperti Taman Kanak-kanak berjumlah 38
buah, SD 44, SMP 9, SMA 3, dan SMK 3. Untuk sekolah pendidikan Islam
7 unit Ml, 4 unit MTS, dan 3 unit MA. Sedangkan tempat ibadah seperti
masjid berjumlah 20 buah dan Langgar / mushalla 138 buah.>!
B. Penyajian Data

Data terkait penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca
meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dalam penelitian yang dilakukan, dimana peneliti melakukan wawancara
dengan 5 (lima) anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah
di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penelantaran terhadap anak merupakan salah satu bentuk dan tindakan
kekerasan terburuk yang dialami anak dan merupakan pelanggaran hak asasi
anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan
Hukum Islam bahwa perbuatan penelantaran anak namun alasannya tidak
dibenarkan oleh para pelaku penelantaran anak baik disengaja maupun tidak
disengaja telah mengingkari hak-hak yang dimiliki anak. Kasus penelantaran
anak dapat terjadi dimana dan siapa saja seperti pada masyarakat di Kecamatan
Kandangan, di Kecamatan Kandangan penulis menemukan fakta mengenai

kasus penelantaran anak yang lahir dari poligami ilegal bahkan terjadi di

51 Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan
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lingkungan terdekat kita. Kemudian pada bagian ini dipaparkan data yang
diperoleh berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anak dari pernikahan
poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan.
1. Keterangan Responden I.
Menurut keterangan Raisya (nama samaran)
“selama ini saya tinggal dengan nenek karena mama bekerja dan ulun
membantui mama di rumah, keluarga pihak mama sangat peduli
dengan ulun bahkan nenek mau merawat ulun ketika mama mencari
duit. Abah selalu memberi nafkah kepada kami cuman nafkah itu
kadang tidak mencukupi kebutuhan kami, dulu ulun sering diberi (uang,
makanan, pakaian, dan kadang-kadang mainan), ketika abah tidak ada
keluarga abah tidak memberikan apapun terhadap kami, Dalam hal
warisan ulun kada tahu .52
Dari penuturan responden di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
ayahnya selalu memberi nafkah kepada mereka, cuman nafkah tersebut
tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setelah ayah dia meninggal dia
tidak mendapatkan apapun termasuk waris, pihak keluarga ayah juga
tidak tahu menahu dengan kondisi isteri kedua dan anak yang

ditinggalkan.

52 Raisya, Warga Desa Bariang, Wawancara Pribadi, Kandangan: 01 Mei 2024
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2. Keterangan Responden 11

Menurut keterangan Naufal (nama samaran)

“Sekarang aku tinggal dengan mama, setelah aku bulik sekolah aku
membantu acil aku menjaga ponsel. Saat aku lahir abah sayang banar,
dulunya sering dibawakan makanan dan mainan, wan sering diberi
duit. Setelah abah meninggal keluarga abah tidak pernah menemui aku,
apalagi memberi nafkah gasan kami, dan setelah abah meninggal pun
kami tidak dapat apapun (seperti warisan). 3

Dari penuturan responden di atas, dapat ditarik kesimpulan ayahnya

selalu memberi nafkah kepada mereka berupa uang, makanan, dan
mainan. Dan setelah ayah dia meninggal keluarga dari pihak ayah tidak
pernah menemuinya apalagi memberi nafkah, dan tidak mendapatkan
warisan.
. Keterangan Responden |11

Menurut keterangan Abdal (nama samaran)

“ulun sekarang tinggal dengan abah tiri dan adik tiri, setelah pulang
sekolah ulun membantu mama bajualan, dari lahir sampai sekarang
ulun tidak mendapatkan nafkah apapun, bahkan keluarga abah pun
mungkin tidak tahu dengan kami, akan tetapi keluarga dan bubuhan
orang kampung sering memberi duit, mungkin karena kasihan dengan

ulun, dan ketika abah meninggal kami kadada dapat warisan”.>*

53 Naufal, Warga Desa Jambu Hilir, Wawancara Pribadi, Kandangan: 03 Mei 2024
%4 Abdal, Warga Desa Gambah Dalam, Wawancara Pribadi, Kandangan: 02 Mei 2024
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Dari penuturan responden di atas, dapat ditarik kesimpulan dia tidak
pernah bertemu ayah, bahkan keluarga dari pihak ayah tidak mengetahui
mereka. Sejak lahir sampai sekarang dia tidak pernah mendapatkan
nafkah apapun, hanya dapat bantuan dari keluarga dan masyarakat
sekitar. Setelah ayah dia meninggal dia tidak mendapatkan apapun.

4. Keterangan Responden IV

Menurut keterangan Alfira (nama samaran)

“mama sekarang menikah lagi dan ulun umpat mama, keseharian ulun
di rumah setelah bulik sekolah menjaga ading, keluarga ulun
mendukung penuh bahkan ulun dan mama sempat tinggal di rumah
keluarga (adik dari kakek) untuk menenangkan diri, sebelum abah pergi
abah memberikan nafkah, tetapi kadang tidak tepat waktu, akan tetapi
nafkah itu Alhamdulillah mencukupi untuk kehidupan sehari hari, bila
abah datang ulun sering diberi uang dan pakaian, setelah abah
meninggal tidak mendapatkan apa apa dari keluarga abah, hanya
keluarga pihak ibu yang membantu kami, setelah abah meninggal ulun
tidak mendapatkan warisan dari abah mungkin karena ulun anak dari
pernikahan siri”.>

Dari penuturan responden di atas, dapat ditarik kesimpulan dia
selalu diberi nafkah oleh ayahnya seperti uang dan pakaian, setelah ayah
dia meninggal dia cuman dibantu oleh pihak keluarga ibu nya, pihak

keluarga ayahnya tidak membantu dalam memberi nafkah, saat ayah

%5 Alfira, Warga Desa Kandangan Utara, Wawancara Pribadi, Kandangan: 04 Mei 2024
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meninggal dia tidak mendapatkan warisan karena anak dari pernikahan
sirri.
5. Keterangan Responden V
Menurut keterangan Ruhi (hama samaran)
“Ulun sedih banar saat mendengar abah meninggal karena kada kawa
sakolah lagi, masi abah yang memberi duit gasan sekolah, ini lantaran
abah kadada lagi, ulun membantu mama bekerja untuk mencukupi
kebutuhan keluarga, padahal sebelum abah meninggal ulun sekolah
SMPN, lantaran tidak ada yang memberikan ongkos di tambah mama
sakit-sakitan, dari sebab itu lah ulun berhenti bersekolah, dan pihak
keluarga abah pun tidak tahu menahu dan tidak menganggap kami
karena mungkin mama isteri kedua dari abah, hanya keluarga mama
dan tetangga yang membantu kami, bila kami ada keperluan sesuatu,
dan setelah abah meninggal ulun tidak mendapatkan apapun "°®
Dari penuturan responden di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

saat ayah dia meninggal dia sangat sedih karena harus berhenti sekolah
untuk membantu ibunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan
ibunya sekarang ini sakit-sakitan. Pihak keluarga ayah juga tidak
membantu apapun, hanya dari pihak keluarga ibu dan tetangga yang
sering membantu mereka.

Berikut ini penulis akan menyajikan rekapitulasi data mengenai analisis

komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak

% Ruhi, Warga Desa Kandangan Kota, Wawancara Pribadi, Kandangan: 04 Mei 2024
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dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan
Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tabel 4.2 Rekapitulasi hasil wawancara dengan responden tentang analisis
komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak
dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan

Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pertanyaan Responden | Responden | Responden | Responden IV | RespondenV | Kesimpulan
I 1 i
Apakah Anda | Ada Tidak ada Ada sekali Ada Ada, keluarga | Setelah ayah
merasa bahwa | perbedaan perbedaan perbedaan, perbedaan dari pihak meninggal
ada perbedaan para perlakuan ayah tidak perlakuan
perlakuan keluarga dari | keluarga ayah | menganggap | anak dari
antara anak- pihak ayah yaitu kurang | kami istri yang
anak dari istri tidak tahu- perhatian berbeda
yang berbeda menahu adalah tidak
dalam konteks dengan kami ada
penelantaran perbedaan,
anak setelah pihak
kepergian keluarga
ayah? ayah tidak
tahu menahu,
keluarga
ayah kurang
perhatian,
dan tidak
menganggap
mereka
Bagaimana Saya Saya Saya setelah | Keseharian Saya Keseharian
keseharian membantu | membantu | pulang saya setelah membantu mereka
Anda dan ibu keluarga sekolah pulang ibu bekerja sebagian
keluarga di mencari membantu sekolah untuk besar ikut
rumah setelah nafkah ibu berjualan | adalah memenuhi membantu
kepergian ayah dengan membantu kebutuhan ibunya dalam
Anda? membantu menjaga adik | kami mencari
saudara ibu nafkah dan
berjualan di sebagian
ponsel kecil di
rumah
membantu
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menjaga
adiknya
Apakah Anda | Keluarga Ada dengan | Ada Dari keluarga | Keluarga ibu | Setelah
dan keluarga pihak ibu membantu | dukungan ada dukungan | dan tetangga | kepergian
mendapatkan sangat memberi dari keluarga | dan motivasi | sering ayah
dukungan dari | peduli pekerjaan dan agar bertahan | membantu keluarga dari
keluarga atau dengan saya | kepada saya | masyarakat | hidup kami jika pihak ibu
masyarakat bahkan seperti sepeninggal kami banyak
setelah nenek sering ayah membutuhkan | mendukung
kepergian merawat memberi sesuatu dan para
ayah? saya uang kepada masyarakat
saya sekitar
Apakah Anda | Ayah selalu | Ada Dari lahir Sebelum ayah | Sebelum ayah | Sebagian
mendapatkan memberi memberikan | sampai pergi ayah pergi sering besar mereka
nafkah sebelum | nafkah nafkah sekarang memberikan | diberi uang ketika
kepergian kepada saya tidak nafkah, tetapi | untuk saya ayahnya
ayah? Jika kami cuman mendapatkan | kadang tidak | sekolah hidup sering
dapat apakah nafkah itu nafkah tepat waktu, di beri
nafkah tersebut | kadang apapun akan tetapi nafkah, ada
mencukupi tidak nafkah itu yang
kebutuhan mencukupi Alhamdulillah mencukupi
sehari-hari? kebutuhan mencukupi ada juga
kami untuk yang tidak
kehidupan mencukupi,
sehari hari ada juaga
yang tidak di
berikan
nafkah sama
sekali
Apa saja jenis | Saya sering | Uang, Tidak ada Uang dan Uang Sebagian
nafkah yang diberi makanan, pakaian besar jenis
biasanya (uang, dan mainan nafkah yang
diberikan oleh | makanan, sering
ayah Anda pakaian, diberikan
sebelum dan kadang- ayah adalah
meninggal? kadang uang,
mainan) pakaian, dan
makanan.
Sebagian
kecil mereka
tidak
mendapatkan
nafkah
apapun
Apakah Anda | Mengetahui | Mengetahui | Tidak Mengetahui Mengetahui Sebagian
mengetahui mengetahui besar dari
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keluarga dari mereka
pihak ayah? mengetahui
keluarga dari
pihak ayah
dan sebagian
kecil tidak
mengetahui
Setelah Ketika ayah | Setelah Tidak ada, Setelah ayah | Setelah ayah | Setelah ayah
kepergian ayah, | tidak ada ayah hanya dari meninggal meninggal meninggal,
apakah pihak keluarga meninggal | pihak ibu tidak pihak keluarga
keluarga ayah | ayah tidak | pun yang mendapatkan | keluarga ayah | ayah tidak
memberikan memberikan | keluarga membantu apa apa dari tidak tahu memberikan
bantuan atau apapun ayah tidak keluarga menahu bantuan
dukungan terhadap pernah ayah, hanya apapun,
finansial kami menemui keluarga hanya pihak
kepada Anda saya, pihak ibu ibu yang
dan keluarga? apalagi yang sering
memberi membantu membantu
nafkah kami kami
untuk kami
Apakah Anda Dalam hal Setelah Ketika ayah | Setelah ayah | Setelah ayah | Setelah ayah
merasa bahwa | warisan ayah meninggal meninggal meninggal mereka
ada perbedaan | saya tidak meninggal | kami tidak saya tidak tidak meninggal
perlakuan tahu kami tidak | dapat mendapatkan | mendapatkan | mereka tidak
antara anak- dapat warisan warisan dari | apapun mendapatkan
anak dari istri apapun ayah mungkin hak warisan
yang berbeda (seperti karena saya mereka
dalam konteks warisan) anak dari
warisan atau pernikahan
pemenuhan siri
kebutuhan?

Berdasarkan rekapitusi data di atas dapat di pahami analisis hukum Islam

dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami

ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu

Sungai Selatan adalah bahwa dari segi perlakuan keluarga ayah terhadap anak

dan istri yang berbeda sebagian besar ada yang berbeda seperti pihak keluarga

ayah tidak tahu menahu, keluarga ayah kurang perhatian, dan tidak
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menganggap mereka serta sebagian kecil tidak ada perlakuan yang berbeda.
Keseharian mereka sebagian besar ikut membantu ibunya dalam mencari
nafkah dan sebagian kecil di rumah membantu menjaga adiknya. Ketika ayah
mereka hidup sering di beri nafkah, ada yang mencukupi ada juga yang tidak
mencukupi, ada juga yang tidak di berikan nafkah sama sekali. Setelah ayah
meninggal, keluarga ayah tidak memberikan bantuan apapun, hanya pihak ibu
yang sering membantu mereka, dan mereka tidak mendapatkan hak waris
akibat dari pernikahan poligami ilegal.
C. Analisis Data
1. Analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap
penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya
ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Berdasarkan penyajian data yang diperoleh dari rekapitulasi tersebut,
dapat dianalisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap
penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya
ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Menurut KBBI penelantaran berasal dari kata terlantar sekaligus
bermakna terbengkalai, tidak berkecukupan, tidak terawat, tidak
terpelihara, dan tidak terurus. Sedangkan kata penelantaran merupakan

proses perbuatan ataupun cara seseorang untuk menelantarkan.®’

5 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2014), h. 564
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Jika mengacu pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak dijelaskan “Anak terlantar adalah anak yang tidak
terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun
sosial”.

Penelantaran anak merupakan suatu tindakan dimana orang tua tidak
mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi setiap hak-hak
anak.® Pertanggungjawaban orang tua Yyang dengan sengaja
menelantarkan anaknya karena suatu keadaan memaksa atau lepas
tanggung jawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam Hukum Islam bagi sanksi pelaku penelantaran anak masuk
dalam Kkategori jarimah ta'zir, yang berat atau ringannya hukuman
diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat.

Dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia juga di atur
tentang sanksi pelaku penelantaran anak yaitu:

Berdasarkan Pasal 304 KUHP dapat diartikan bahwa orang tua yang
dengan sengaja menelantarkan anaknya, sedangkan orang tua tersebut wajib
memenuhi hak asasi yang didapatnya dan diberikan oleh negara dan dijamin
oleh hukum dan berlaku bagi wali anak asuhnya.

Kemudian Pasal 305 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa
menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau
meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Selanjutnya, Pasal 306 KUHP menyatakan, (1) jika salah satu
perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat,
yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam

bulan. (2) jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama
sembilan tahun.

287

58 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta, PT Bhuana Ilmu Popular, 2004), h.



57

Lalu Pasal 307 KUHP menyatakan, jika yang melakukan kejahatan
berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu maka pidana yang
ditentukan dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dapat ditambah sepertiga.®®

Sedangkan Pasal 308 menyatakan jika seorang ibu takut akan
diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan,
menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan
maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana
tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh.

Orang tua yang menelantarkan anak wajib bertanggung jawab secara
hukum dan pidana sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Pasal 305
dan Pasal 308 KUHP®°

Diantara pembahasan mengenai penelantaran anak dalam keluarga
poligami ilegal pasca meninggalnya ayah, salah satu yang penting adalah
pemenuhan hak anak.

Islam memberikan perhatian yang tinggi terhadap hak anak dan
memandang anak-anak sebagai amanah dari Allah SWT. Terdapat
beberapa hak anak dalam Islam yang harus dipenuhi orang tua. Berikut
hak-hak anak dalam Islam: Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh
perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan®. Hak untuk
dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan
atau laki-laki. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam
kandungan maupun setelah lahir. Dan hak anak untuk diberikan ASI (air
susu ibu).

Pada pasal 1 ayat 5 dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

tentang hak asasi manusia di jelaskan bahwa:

% Willa Wahyuni, “Hukum Menelantarkan Anak dan Sanksi Pidananya”, 2022,
https://www.hukumonline.com/berita/a’hukum-menelantarkan-anak-dan-sanksi-pidananya-
1t623¢341708a22/?page=all, diakses 25 Februari 2024

%0 Ibid.,

61 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, (t.d.), h. 18-19.


https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-menelantarkan-anak-dan-sanksi-pidananya-lt623c341708a22/?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-menelantarkan-anak-dan-sanksi-pidananya-lt623c341708a22/?page=all
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Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas)
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan
apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak
asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan
pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-
undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.
Pengesahan Undang-Undang terhadap perjanjian antar negara atau hukum
internasional menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menjamin
perlindungan terhadap hak-hak anak, yang sekaligus merupakan HAM
yang perlu dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak masih dalam
kandungan.

Setiap orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan
dan hak anaknya, termasuk hak untuk hidup, hak untuk diasuh, hak untuk
dilindungi dari diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak
untuk beribadah, dan hak untuk berpartisipasi dan mengungkapkan
pendapat dalam semua hal yang mempengaruhi anak-anak.

Anak anak yang tidak terpenuhi haknya dapat dikatakan dengan
penelantaran anak.

Dari rekapitusi data bahwa analisis komparatif hukum Islam dan hak
asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal
pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu

Sungai Selatan adalah dari segi perlakuan keluarga ayah terhadap anak dan



59

istri yang berbeda sebagian besar ada yang berbeda seperti pihak keluarga
ayah tidak tahu menahu, keluarga ayah kurang perhatian, dan tidak
menganggap mereka serta sebagian kecil tidak ada perlakuan yang
berbeda. Keseharian mereka sebagian besar ikut membantu ibunya dalam
mencari nafkah dan sebagian kecil di rumah membantu menjaga adiknya.
Ketika ayah mereka hidup sering di beri nafkah, ada yang mencukupi ada
juga yang tidak mencukupi, ada juga yang tidak di berikan nafkah sama
sekali. Setelah ayah meninggal, keluarga ayah tidak memberikan bantuan
apapun, hanya pihak ibu yang sering membantu mereka, dan mereka tidak
mendapatkan hak waris akibat dari pernikahan poligami ilegal.
a. Hak Untuk Nafkah

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang ada, setelah ayah
mereka meninggal, mereka tidak mendapatkan nafkah.

Di dalam Islam dikatakan bahwa jika ayah telah wafat maka
tanggung jawab nafkah anak ada pada wali yang bertanggung jawab
kepada ayah. Pembebanan kewajiban ini ditujukan kepada mereka
yang memiliki kehidupan yang cukup atau yang masih mampu
bekerja dengan layak. Allah SWT berfirman dalam Q.S ath-Thalaq

ayat 7

@\WMQJ‘)& J.ASUAJMMUAWJJQA.\:\S
/ow c}/o/ c/,g.. =8 -
|5l e 33 A e el L V) L i Y B

Artlnya Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah
menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang
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melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak
akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Dalam ayat dikatakan “Allah tidak memikulkan beban
kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah
kesempitan” maksudnya Allah tidak akan memikulkan beban
kepada seseorang diluar kesanggupannya, apabila ayah sudah tidak
ada atau sudah wafat maka menurut pendapat Hanafiyyah tanggung
jawabnya dilimpahkan kepada keluarga jalur ke atas yang masih ada
baik perempuan ataupun laki-laki yang memang ia mampu untuk
menafkahi, jika masih ada kakek dan ibu kandung maka yang
bertanggung jawab terhadap nafkah anak adalah kakek atau yang
bisa disebut dengan keluarga ayah.®?

Sedangkan pada pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan
dibimbing orang tua/wali”

Dari pasal diatas bisa di pahami bahwa jika seorang ayah
wafat dan meninggalkan istri serta anak-anak yang masih dalam
tanggungan nafkah maka kewajiban nafkah terhadap istri dan anak

tersebut ada pada ahli warisnya atau kerabatnya (keluarga

62 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu jilid 10. (Jakarta: Gema Insani, 2011)
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almarhum). Agar anak tidak terlantar dan mendapatkan hak sebagai
anak.

Menurut pasal 104 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang
berbunyi

"Apabila ayahnya telah meninggal dunia maka biaya
penyusuan dibebankan kepada orang yang bertanggung jawab
kepada ayahnya atau walinya."

Disaat ayah sudah wafat maka jatuhlah kewajiban memberi
nafkah kepada orang yang bertanggung jawab kepada ayah
(keluarga ayah), tujuannya agar anak yang membutuhkan biaya
kehidupan sehari-hari tetap terjamin kesehatan dan gizi dalam
dirinya agar tidak terjadi cacat pada dirinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa analisis komparatif
hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari
pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan
Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah diantara hak-hak
anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah hak nafkah, hak
nafkah ini memang wajib dalam hukum Islam. Apabila ayah sudah
tidak ada, maka nafkah itu dibebankan kepada keluarga ayah untuk
menafkahi anak setelah ayahnya wafat, sedangkan dalam Undang-
Undang yang berlaku di Indonesia, apabila hak anak tidak terpenuhi
maka kerabat dari ayah yang meninggal ini termasuk dalam

pelanggaran hak asasi manusia dalam hal penelantaran anak.
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b. Hak Untuk Mewaris

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang ada, setelah ayah
mereka meninggal, mereka tidak mendapatkan warisan.

Dalam pandangan figh, status hukum anak hasil perkawinan
siri adalah sah sebagai anak dari hasil perkawinan, selama agad
nikah yang dilakukan sah menurut tuntunan syariat dan dilahirkan
sekurang-kurangnya enam bulan semenjak perkawinan. Saat anak
tersebut dipandang sah menurut agama, maka anak berhak
mendapatkan hak-haknya sebagai anak.

Pewarisan terhadap anak dari hasil perkawinan siri menurut
figh, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah namun tidak
tercatat berhak mendapatkan warisan sesuai furudhul Mugaddarah
dari sepeninggalan kedua orang tuanya.®® Sebagaimana yang

dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa:11
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Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu
tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian
seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak

83 Ishak Kasim, “Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum
Perdata Sebagai Perbandingan”, Lex Et Societatis, Vol. IV, No. 5, 2016, h. 156
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perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang
jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang
saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).
Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari
harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai
anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia
diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat
sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara,
maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian
tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan
setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-
anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih
banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh,
Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak dilakukan
dihadapan PPN sehingga tidak tercatat di KUA, sementara Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI mengharuskan adanya
Pencatatan Perkawinan, maka nikah siri tentunya menimbulkan
pengaruh hukum serta tanggung jawab bagi orang tua yang
melakukan praktek nikah siri terhadap anak yang dilahirkan, baik di
masa sekarang apalagi di masa yang akan datang, tentunya juga
berdampak tehadap status dan hak warisan bagi anak yang
dilahirkan dari hubungan nikah siri.

Menurut hukum positif anak yang dilahirkan dari
perkawinan siri dianggap sebagai anak luar nikah dan nasab anak
hanya dihubungkan kepada nasab ibunya, sehingga hanya menerima

warisan dari nasab ibunya saja.®*

6 Twan Syahputra, “Hak Warisan Anak dari Pernikahan Siri Menurut Figh Mawaris dan
Hukum Positif”, Skripsi, (Aceh: IAIN Lhokseumawe, 2017), h
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Berdasarkan KHI pasal 186 yang menyatakan,
bahwa anak yang lahir dari diluar perkawinan hanya mempunyai
hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak
ibunya”.

Namun semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/Undang-Undang-V111/2010 tentang hak dan kewajiban
ayah biologis terhadap anaknya. Maka dalam hal ini, anak yang lahir
di luar pernikahan (dalam putusan tidak dibedakan antara anak zina
dengan anak luar kawin) tetap memiliki hubungan perdata dengan
ayah biologisnya, jika dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Maka secara otomatis anak berhak pula mendapatkan
warisan. Namun putusan MK tersebut menimbulkan pertentangan
dengan norma agama dan konsep hak waris yang berlaku di
Indonesia. ®°

Dalam pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang 1945 ditegaskan
bahwa
setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa analisis komparatif
hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari

pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan

Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah diantara hak-hak

% Muhammad Badrudin, “Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Persfektif Hak Asasi
Manusia”, 2013, https://badilag.mahkamahagung.go.id, diakses 10 Mei 2024
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anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah hak waris, meskipun
anak hasil perkawinan siri diakui secara sah dalam hukum Islam dan
mendapat bagian yang sama dengan anak sah, tetapi hal ini tidak
berlaku di Indonesia. Hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia
tetap tidak mengakui adanya perkawinan siri, sehingga anak tersebut
hanya bisa mewarisi harta ibunya, bukan ayahnya. Apabila ia tetap
ingin mewarisi harta ayahnya, bisa tetap dibagi berdasar acauan
pembagian yang ada, tetapi apabila ada sengketa hanya bisa
diselesaikan melalui jalur kekeluargaan karena anak hasil
perkawinan siri juga tidak memiliki kedudukan apapun dalam
hukum yang berlaku di Indonesia, itulah dampak dari perkawinan
poligami yang ilegal.

Hak Pengakuan Silsilah dan Keturunan

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang ada, setelah ayah
mereka meninggal, diantara mereka ada yang tidak mengetahui
silsilah dan keturunannya.

Setiap anak yang lahir ke dunia ini pada dasarnya ingin
mendapatkan hak yang sama, yaitu pengakuan dalam silsilah dan
keturunan. Selain hak keberlangsungan untuk hidup, hak
memperoleh pengakuan dalam silsilah merupakan hal yang sangat
penting karena akan berpengaruh besar bagi kehidupan selanjutnya.
Seorang anak yang dinisbatkan kepada bapaknya akan menciptakan

legalitas akan sebuah pengakuan dari masyarakat. Hal ini akan
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berdampak pada jiwa (psikis) seorang anak tentang rasa aman dan
tenang di dalam lingkungannya.®® Berkaitan dengan legitimasi
nasab, silsilah dan keturunan telah di tegaskan oleh Allah swt Q.S

al-Ahzabh:5
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Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan
(memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada
sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,
maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama
dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang
kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja
oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. (Q.S al-Ahzab : 5)

Dalam kandungan ayat tersebut dapat ditarik dalam
pemikiran bahwa hak sipil anak menurut pandangan Islam meliputi
beberapa hal. Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, nama
ayah kandung anak tidak boleh diganti dengan nama orang lain
walaupun anak tersebut menjadi anak angkat. Untuk itu Islam
mengajarkan anak diberi nama dan menyebut nama orang tuanya
pada hari ketujuh sambil bersedekah pada orang banyak. Dalam
peristiwa ini bila dilihat dari sudut kontemporer dapat dimaknai
pentingnya memberikan akta kelahiran sebagai hak yang wajib

diberikan kepada anak. Kedua, hak dan kehormatan terkait pula

dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak tak

% Abdurrazaq Husein, Hak Anak dalam Islam, (Bandung: Pustaka, 2001), h. 24.
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berbapak atau keturunan tidak jelas, maka ia akan mengalami
masalah besar dalam pertumbuhan anak dalam kepribadian kelak.
Kedua hal tersebut terkait dengan muharramat yaitu aturan tentang
wanita-wanita yang haram dinikahi (dianggap incest/menikah
seketurunan). Muharramat akan menjadi masalah bila anak tidak
memiliki akta kelahiran. Jadi jelas bahwa dalam pandangan Islam
demi kepentingan terbaik bagi anak, maka memberikan akta
kelahiran adalah wajib hukumnya.®” Selain itu, dengan
menggunakan akta kelahiran anak akan mendapatkan kepastian
hukun tentang keberadaan orang tuanya.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, disebutkan pada Pasal 5, yang berbunyi: Setiap
anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan.

Berdasar pada undang-undang di atas, bahwa begitu
pentingya seorang anak mengetahui akan silsilah keluarga seorang
ayah terlebih lagi anak perempuan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa analisis komparatif
hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari
pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan

Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah diantara hak-hak

7 lbnu Anshori, Perlindungan Anak dalam Agama Islam, (Jakarta Pusat: Komisi
Perlindungan Anak, 2006), h. 57
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anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah hak pengakuan
silsilah dan keturunan, pengakuan silsilah dan keturunan dari
seorang anak sangatlah penting untuk keberlangsungan kehidupan
anak di lingkungan, masyarakat dan negara. Apabila hak anak
tersebut tidak terpenuhi dalam hal pengakuan sisilah dan keturunan,
maka orang yang tidak mengakui anak tersebut termasuk dalam
pelanggaran hak asasi manusia dalam hal penelantaran anak.

Hak Untuk Pendidikan

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang ada, setelah ayah
mereka meninggal, mereka tidak mendapatkan hak untuk
pendidikan.

Pendidikan adalah salah satu instrumen yang memiliki
pengaruh signifikan terhadap tumbuh kembang anak terutama pada
aspek perkembangan psikis, oleh karenanya pendidikan juga
termasuk ke dalam hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya.
Orang tua harus dapat memberikan kepastian bagi anak untuk
memperoleh akses terhadap pendidikan yang layak dan seimbang
antara pendidikan agama maupun keilmuan umum, sehingga pada
waktunya nanti anak akan tumbuh menjadi insan yang benar-benar
siap untuk hidup mandiri.

Pendidikan kepada anak yang diberikan oleh orang tua tentu
tidak hanya berupa pendidikan ilmu-ilmu duniawi yang berisfat

saintis, tetapi juga pendidikan agama yang mengajarkan anak
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tentang akhirat harus didahulukan. Islam telah mencontohkan
bagaimana kisah seorang ayah yang mendidik anaknya dalam Q.S.

Lukman ayat 13

N o Ve, @ 1 ° 9:.:‘. T . < }. - _ .o 3) P 3 B
Syl G il &5 Y A adaay a5 4l Gasl JB 3

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Lukman berk?tfiegjd%:
anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku!
Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya
mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang
pesar Islam sangat membenci dan mencela orang tua yang buruk
sikapnya terhadap anak-anaknya, dan mengabaikan pendidikan
mereka. Buruk dan rusaknya anak, pada umumnya sebagian besar
disebabkan karena sikap dan tingkah laku kedua orang tuanya, dan
pendidikan yang diberikan, terutama pendidikan dalam hal agama.
Karena anak tidak tahu apa yang harus dilaksanakan, dan tidak
mengerti kewajibannya.®®

Oleh karenanya negara juga memiliki kewajiban untuk
benar-benar memastikan agar anak memperoleh hak yang sama
untuk mengakses pendidikan yang layak. Sebagaimana diamanatkan
dan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan
Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa orang tua mempunyai
kewajiban tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada

anaknya. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun

2014 disebutkan

8 Ahmad Isa Asyur, Berbakti Kepada Ibu-Bapak, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 69
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Bahwa orang tua berkewajiban dan tanggung jawab untuk:
(@) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b)
menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya; (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
(e) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi
pekerti pada anak. ®°

Kemudian dijelaskan lagi dalam pasal 60 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan, dan
pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan
minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Menurut Undang-Undang di atas, hak anak untuk pendidikan
merupakan salah satu hak asasi manusia yang penting.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa analisis komparatif
hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari
pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan
Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah diantara hak-hak
anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah hak untuk
pendidikan yang layak. Apabila hak anak tersebut tidak terpenuhi

dalam hal pendidikan, maka orangtua anak tersebut melanggar hak

asasi manusia dalam hal penelantaran anak.

9 M. Khoirur Rofig, Hak Anak Dalam Keluarga Islam Indonesia, (Semarang: CV Rafi
Sarana Perkasa, 2021), h. 93



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis komparatif
hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari
pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah (Studi Kasus di
Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan), penulis dapat
simpulkan yang terjadi pada anak pernikahan poligami ilegal pasca
meninggalnya ayah yang ada di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan adalah bahwa dari segi perlakuan keluarga ayah terhadap
anak dan istri yang berbeda sebagian besar ada yang berbeda seperti pihak
keluarga ayah tidak tahu menahu, keluarga ayah kurang perhatian, dan tidak
menganggap mereka serta sebagian kecil tidak ada perlakuan yang berbeda.
Keseharian mereka sebagian besar ikut membantu ibunya dalam mencari
nafkah dan sebagian kecil di rumah membantu menjaga adiknya. Ketika
ayah mereka hidup sering di beri nafkah, ada yang mencukupi ada juga yang
tidak mencukupi, ada juga yang tidak di berikan nafkah sama sekali. Setelah
ayah meninggal, keluarga ayah tidak memberikan bantuan apapun, hanya
pihak ibu yang sering membantu mereka, dan mereka tidak mendapatkan
hak waris akibat dari pernikahan poligami ilegal. Sehingga yang terjadi pada
anak pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah yang ada di
Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikatakan

dengan penelantaran anak karena orang tua tidak mampu menjalankan
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kewajibannya dalam memenuhi setiap hak-hak anak seperti: hak untuk
nafkah, hak untuk waris anak, hak untuk pengakuan silsilah dan keturunan,
dan hak untuk pendidikan.

Maka dapat diambil kesimpulan secara tindakan penelantaran anak
bagaimanapun alasannya, baik hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, tidak dibenarkan karena para pelaku
penelantaran anak baik yang disengaja atau tidak disengaja sama-sama telah
menafikan hak-hak yang dimiliki oleh anak tesebut.

Sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak menurut
hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah
sebagai berikut: a. Sanksi pidana atau hukuman yang terdapat dalam hukum
Islam bagi pelaku penelantaran anak sangat bervariatif, dari yang terberat
hingga yang terringan. Karena dalam hukum Islam tidak ada kepastian
hukum yang menerangkannya atau menjelaskan tentang sanksi atau
hukuman bagi pelaku penelantaran anak, sehingga sanksi pidana atau
hukuaman bagi pelaku penelantaran anak diserahkan kepada penguasa atau
hakim setempat, karena termasuk dalam kategori jarimah ta’zir. Sedangkan
sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak menurut UU No
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur secara tegas dan
jelas, sebagaimana yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana, Pasal 77 ayat
(2) berbunyi ‘“Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak

mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda
paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Dalam hal perlindungan hak-hak anak, hukum Islam lebih relatif
lebih lengkap daripada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis hukum Islam dan hak
asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal
pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Bagi suami yang ingin melakukan poligami hendaklah memikirkannya
terlebih dahulu, karena secara umum poligami itu lebih banyak
menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap keharmonisan
keluarga. Selain itu poligami juga mengakibatkan terabainya hak-hak
isteri dan anak-anak.

2. Peran serta masyarakat dalam menciptakan tatanan kehidupan dan
isteraksi sosial yang baik dalam masyarakat juga menjadi penting dalam
keluarga poligami, sebab anak dalam keluarga poligami seringkali
mendapatkan cemooh atau gangguan dari luar rumah yang bisa saja
menjadi memberikan pengaruh buruk bagi tumbuh dan kembang anak.
Oleh karenanya masyarakat juga berperan aktif dalam memastikan agar
hak-hak anak dalam keluarga pernikahan poligami dapat terlaksana

dengan baik.
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3. Peran pemerintah pada perkawinan poligami ilegal yang terjadi di
Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan
satu bentuk realita empiris yang sewaktu-waktu dapat menjadi sumber
konflik dalam masyarakat, salah satunya adalah tidak terpenuhinya hak
anak dalam keluarga tersebut. Oleh karenanya, pemerintah melalui
stakeholder yang berwenang harus memahami potensi ini dan sedini
mungkin mencegah akibat buruk yang ditimbulkan dari pernikahan

poligami terutama bagi anak.
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Tema Penelitian:

Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap
Penelantaran Anak dari Pernikahan Poligami llegal Pasca Meninggalnya Ayah di
Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tujuan Wawancara:

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam
tentang pengalaman individu terkait dengan penelantaran anak dari pernikahan
poligami ilegal setelah meninggalnya ayah, serta untuk menganalisis perspektif
hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap masalah tersebut
Pertanyaan:

1. Apakah Anda merasa bahwa ada perbedaan perlakuan antara anak-anak dari
istri yang berbeda dalam konteks penelantaran anak setelah kepergian ayah?
2. Bagaimana keseharian Anda dan keluarga di rumah setelah kepergian ayah

Anda?

3. Apakah Anda dan keluarga mendapatkan dukungan dari keluarga atau
masyarakat setelah kepergian ayah?

4. Apakah Anda mendapatkan nafkah sebelum kepergian ayah? Jika dapat
apakah nafkah tersebut mencukupi kebutuhan sehari-hari?

5. Apa saja jenis nafkah yang biasanya diberikan oleh ayah Anda sebelum
meninggal?

6. Apakah anda mengetahui keluarga dari pihak ayah?



. Setelah kepergian ayah, apakah pihak keluarga ayah memberikan bantuan
atau dukungan finansial kepada Anda dan keluarga?
. Apakah Anda merasa bahwa ada perbedaan perlakuan antara anak-anak dari

istri yang berbeda dalam konteks warisan atau pemenuhan kebutuhan?



Lampiran 2. Penetapan Pembimbing Skripsi




Lampiran 3. Surat Keterangaan Seminar Proposal Skripsi

i




Lampiran 4. Surat Perintah Riset




Lampiran 5. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian




Lampiran 6. Blanko Konsultasi Skripsi













